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ABSTRAK 

Secara administratif wilayah laut Pamekasan terbagi menjadi dua yaitu 

Sebelah utara Pamekasan berbatasan langsung dengan laut jawa, dan sebelah 

selatan pamekasan berbatasan langsung dengan selat madura.  Diapit oleh laut jawa, 

dan selat madura menjadikan Pamekasan kaya akan potensi dibidang perikanan. 

Dalam hal ini potensi perikanan tangkap memiliki potensi yang dapat 

diperhitungkan ada pada beberapa kawasan penghasil ikan di Kabupaten 

Pamekasan yaitu Kecamatan Batumarmar, Pasean, Tlanakan, Larangan, Galis dan 

Pademawu. Hal yang menarik perhatian yakni Alat tangkap ikan jenis pukat 

harimau dan bom condet masih banyak dipergunakan nelayan Kabupaten 

Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Dua jenis alat tangkap ikan itu merupakan salah 

satu pemicu rusaknya terumbu karang sebagai tempat hunian ikan-ikan kecil di 

daerah Pamekasan. Alat sejenis pukat harimau dan bahan peledak (bom 

condet/long), masih menjadi pilihan mayoritas nelayan di Pamekasan. Sehingga 

akan dibutuhkan sebuah kebijakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut secara 

bersama atau kolektif. 

Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan 

pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dan dengan analisis dalam penelitian 

ini menggunakan yuridis kualitatif, yang mengedepankan penalaran hukum yang 

salah satunya menggunakan penafsiran hukum. 

Sehingga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian sanksi 

terhadap pelaku tindak pidana menggunakan bahan peledak sebagai bom ikan di 

Pamekasan masih menggunakan Pasal 84 Undang-undang Perikanan. Adapun 

Kepolisian Pamekasan dinilai masih kurang dalam upaya pencegahan secara 

preventif dalam tindak pidana tersebut. Dan juga vonis majelis hakim terhadap 

pelaku kejahatan penggunaan bom ikan dinilai tidak sesuai dengan asas ‘Lex 

Specialist Derogat Legi Generali”. 
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ABSTRACT 

Administratively, the Pamekasan sea area is divided into two, namely the 

northern part of Pamekasan is directly adjacent to the Java Sea, and the southern 

part of Pamekasan is directly adjacent to the Madura Strait. Flanked by the Java Sea 

and the Madura Strait, Pamekasan is rich in potential of fisheries. In this case, the 

potential for capture fisheries has the potential that can be calculated in several fish-

producing areas in Pamekasan Regency, namely Batumarmar, Pasean, Tlanakan, 

Larangan, Galis and Pademawu sub-districts. It is interesting to note that fishing 

gear types of tiger trawls and condet bombs are still majorly used by fishermen in 

Pamekasan Regency, Madura, East Java. The two types of fishing gear are one of 

the triggers for the destruction of coral reefs as a habitat for small fish in the 

Pamekasan sea area. Tools such as tiger trawlers and explosives (condet/long 

bombs), are still the choices of the majority of fishermen in Pamekasan. So that a 

policy will be needed to tackle these crimes together or collectively. 

By using a normative juridical legal research method, with a conceptual 

approach and a case approach. And with the analysis in this study using qualitative 

juridical, which puts forward legal reasoning, one of which uses legal interpretation. 

So the results of this study indicate that the imposition of sanctions on 

perpetrators of criminal acts using explosives as fish bombs in Pamekasan still uses 

Article 84 of the Fisheries Act. The Pamekasan Police are still considered to be 

lacking in preventive efforts to prevent these crimes. And also the verdict of the 

panel of judges against the perpetrators of the crime of using fish bombs was 

considered not in accordance with the principle of 'Lex Specialist Derogat Legi 

Generali'. 
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